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KEPALA DESA MRANGGEN
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA MRANGGEN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MRANGGEN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1295); sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 759);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah: (6-93/2020);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah: (7-94/2020);

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2019 Nomor 36);

Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga
atas peraturan bupati demak nomor 51 tahun 2018 tentang pedoman
pengelolaan keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022
Nomor 53);
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Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);

Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2022 Nomor 58);

Peraturan Desa Mranggen Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabuapten Demak
(Lembaran Desa Mranggen Tahun 2019 Nomor 04);

Peraturan Desa Mranggen Nomor 05 Tahun 2022 tentang tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mranggen
Tahun 2022 Nomor 05);

Peraturan Desa Mranggen Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Mranggen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Desa Mranggen Nomor 04 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mranggen Tahun 2023 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA MRANGGEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MRANGGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.289.476.450,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 480.315.411,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 1.202.481.100,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 37.660.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 419.744.900,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa Rp. 126.000.000,-
Jumlah Belanja Desa Rp. 2.266.201.411,-
Surplus/Defisit Rp. 23.275.039,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 64.809.520,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 26.821.000,-
Selisih Pembiayaan (a—b) Rp. 37.988.520,-

SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 61.263.550,-




Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiranl : Laporan Keuangan;

b. Lampiranll : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari — 31 Desember Tahun
Anggaran 2023;

c. Lampiranlll : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk
ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Mranggen.

Ditetapkan di : Mranggen,

inggal : 6 Januari 2024

Diundangkan di: Mranggen
Pada tanggal : 6 Januari 2024

Plt. Sekretaris Desa

WASIS
LEMBARAN DESA MRANGGEN TAHUN 2024 NOMOR 01



